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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya, manusia selalu menginginkan adanya perubahan 

atas lingkungan dan segala aspek yang melingkupi dirinya untuk kearah yang lebih 

baik dan menguntungkan. Perubahan yang diinginkan tersebut merupakan gambaran 

dari kedinamisan manusia sebagai makhluk sosial, dimana dalam perjalanan 

hidupnya manusia dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berbeda dan semakin 

kompleks dari waktu kewaktu. Kedinamisan yang dimiliki manusia tadi akan 

mendorong menuju terciptanya penemuan-penemuan baru.

Pesatnya penemuan-penemuan teknologi modem, mengakibatkan terjadinya 

perubahan-perubahan yang sangat cepat di dalam kehidupan sosial budaya manusia.

Hampir semua problema, ruang gerak dan waktu telah dapat terpecahkan oleh

teknologi dan modernitas. Di samping manusia menjadi semakin mampu

menyelenggarakan hidupnya, meningkat pula kemakmuran hidup materilnya, sebagai

konsekuensi dari makin cepatnya penerapan teknologi modem itu.

Seiring dengan kebebasan manusia untuk melakukan sesuatu atas dirinya, 

dewasa ini mulai muncul suatu tuntutan untuk mengakui euthanasia sebagai bagian 

dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, euthanasia dianggap sebagai hak untuk mati,

1
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sebagaimana Laporan Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia yang

menyatakan bahwa:

“Perkembangan yang paling menarik dari masalah hak-hak asasi 

adalah berkaitan dengan euthanasia dimana hak untuk mati dianggap bagian

manusia

dari hak-hak asasi manusia”.1

Kehadiran euthanasia sebagai suatu hak asasi manusia berupa hak untuk mati, 

dianggap sebagai sebuah konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup. Oleh karena 

setiap orang berhak untuk hidup, maka setiap orang juga berhak untuk memilih 

kematian yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Kematian yang menyenangkan

inilah yang kemudian memunculkan istilah euthanasia.

Dalam euthanasia, untuk mendapatkan kematian yang menyenangkan, 
seorang yang menginginkannya memerlukan bantuan dari orang lain untuk 
mendapatkan kematian tersebut. Peranan orang lain itulah yang membedakan 
euthanasia dari bunuh diri. Dalam bunuh diri, seseorang tidak menggunakan orang 
lain untuk memperoleh kematiannya.2

Dalam euthanasia, orang yang melakukannya tidak dapat dikatakan sebagai 

pembunuh, karena euthanasia dibedakan dari pembunuhan. Dalam pembunuhan, 

korban tidak memiliki kepentingan atas terjadinya peristiwa, sedangkan dalam 

euthanasia korban memiliki kepentingan atas terjadinya peristiwa. Dalam hal ini, 

kematian terjadi atas keinginan korban dan dianggap untuk kebaikan korban itu

sendiri.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Tim Pengkajian Masalah Hukum 
Pelaksanaan Euthanasia, Jakarta, 2000, hlm 26

Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, Euthanasia Hak Asasi Manusia dan 
Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm 63-64
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Di beberapa Negara maju, praktek euthanasia dalam masyarakat telah 

dilegalkan. Di Amerika Serikat misalnya, euthanasia sudah mulai diterapkan 

berdasarkan putusan pengadilan membebaskan pelakunya dari konsekuensi hukum. 

Bahkan di Belanda, telah terdapat kepastian hukum mengenai euthanasia, mengingat 

euthanasia itu sendiri sudah dipraktekkan di Belanda “awal mulanya adalah seorang 

dokter yang melakukan pembunuhan dengan niat sebenarnya membantu pasien 

melepaskan diri dari derita berkepanjangan ,pasien yang menderita penyakit yang 

selain membuatnya sangat kesakitan juga yang tidak tersembuhkan”.3

Di Indonesia, legalisasi penerapan euthanasia masih merupakan suatu wacana 

yang berkembang dengan perdebatan nilai-nilai yang selama ini dianut masyarakat. 

Diantara perdebatan tersebut, secara kasuistis euthanasia sudah mulai diterapkan. 

Dalam hal ini, penerapan euthanasia ternyata tidak terjamah hukum mengingat pasal 

344 KUHP, yang dianggap sebagai pasal yang mengatur euthanasia, tidak pernah 

diterapkan dalam peradilan.

Euthanasia lebih dikenal dalam dunia kedokteran. Dalam bidang ini, 

euthanasia dilakukan terhadap pasien yang berada dalam kondisi kesehatan yang 

sangat buruk, sehingga membuatnya merasa sangat menderita. Namun sebenarnya, 

euthanasia itu tidak hanya terbatas pada bidang kedokteran dan tidak hanya dilakukan 

oleh dokter saja. Dalam hal ini juga terdapat euthanasia yang tidak dilakukan oleh

3 Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hlm 271.
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seorang dokter, sebagaimana diuraikan oleh Prof. DR. J. L. Ch Abineno sebagai

berikut :

Pada waktu dahulu menurut mereka tidak ada pelayanan medis bagi tentara 
yang ditaklukkan. Juga tidak ada palang merah, sehingga bagi banyak prajurit 
yang luka, hal itu berarti bahwa mereka harus menderita, kecuali kalau ada 
kawan yang mau mengakhiri penderitaan mereka dengan suatu tembakan atau 
dengan tusukan pedang.4

Berdasarkan uraian diatas tindakan yang dilakukan oleh kawan dari prajurit

yang terluka tersebut adalah membunuh prajurit yang terluka untuk mengakhiri

penderitaanya. Hal tersebut dilakukan agar ia mendapatkan kematian yang

menyenangkan. Tindakan yang dilakukan oleh kawan dari prajurit yang terluka

tersebut dapat digolongkan ke dalam euthanasia.

Dengan semakin meningkatnya permasalahan hidup seperti semakin

berkembangnya penyakit-penyakit sulit untuk disembuhkan karena belum

ditemukannya obat yang dapat menanggulangi penyakit-penyakit baru tersebut. 

Permasalahan-permasalahan inilah yang secara tidak langsung memicu timbulnya 

permohonan seseorang untuk meminta euthanasia ataupun dari orang lain.

Berkembangnya praktek euthanasia dalam masyarakat dengan alasan hak 

asasi manusia serta ketidakmampuan perangkat hukum dalam menanggulangi 

tindakan euthanasia merupakan alasan ketertarikan penulis untuk mengangkat 

permasalahan ini dalam skripsi.

4 J. 1. Ch Albineno, “Euthanasia”, Meditek Vol 1 No 2 (juli-Desember 1993) hlm 2.
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Contoh kasus euthanasia yang pernah teijadi di luar negeri. Diantaranya yaitu: 

1. Di Amerika Serikat.5

- Teijadi pada tahun 1976 di New Jersey, Amerika serikat, yang terkenal sebagai 
kasus Karen Ann Quinlan.

Karen, si gadis manis berusia 21 tahun, yang dipungut oleh keluarga 
Quinlan, dalam keadaan yang disebut in a persistent vegetative State, mati 
tidak, hidup pun tidak. Keadaan Karen bagaikan patung bertulang terbungkus 
kulit semata-mata, bagaikan kerangka mayat saja. Dapatkah dikatakan bahwa 
Karen masih hidup? Bukankah Karen sudah tidak dapat bicara lagi? 
Jangankan makan, bemapaspun, pendeknya segala segala sesuatu untuk hidup 
dan yang menghidupinya, tergantung dari mesin-mesin modem yang serba 
ruwet. Karen terbujur melengkung tanpa dapat bergerak sendiri, bagaikan 
sebuah “mayat hidup”, tanpa perasaan. Apakah Karen dengan demikian juga 
dapat dikatakan sudah mati? Dunia (ilmu) hukum tidak dapat dan tidak boleh 
mempunyai pretensi untuk menentukan formulasi pengertian mati. Bahkan 
kedokteran sendiri masih berada dalam persimpangan jalan tentang pengertian 
mati, terutama sejak tahun 1967, ketika diadakan operasi transplantasi jantung 
yang pertama kali. Jadi masih belum ada kata sepakat untuk menentukan 
pengertian mati atas dasar konsep brain death ataukah heart death. Dalam 
kasus ini pemeriksaaan menunjukan bahwa Karen dinyatakan sebagai In 
competent dan Quinlan ditunjuk sebagai guardian yang diijinkan untuk 
menghentikan segala tindakan medis yang dapat memperpanjang hidup 
Karen. Selanjutnya Pengadilan menolak tuntutan Quinlan tersebut, tetapi New 
Jersey Supreme Court menyatakan dalam putusan banding, bahwa seseorang 
mempunyai hak yang disebut right to privacy dan khusus di dalam kasus 
Karen ini, bilamana Karen dapat melakukannya, dia pasti menolak 
penggunaan “respirator” karena penderitaan yang dialaminya sangat hebat. 
Karen membutuhkan 24 jam terus-menerus perawatan itensif, antiviotis, 
bantuan “respirator”, catheter dan feeding tube. Jadi jelas dalam hal ini 
kepentingan Karen melebihi kepentingan para dokter yang merawatnya, dan 
negara.
Pada akhirnya Supreme Court memerintahkan agar the life support apparatus 
dicabut tanpa adanya pertanggungan jawab sipil maupun criminal.

- Teijadi di Florida, Amerika Serikat, tahun 1978, yang terkenal dengan kasus 
Sats v. Perlmutter.

Abe Perlmutter, berusia 73 tahun, dalam keadaan sadar dan kompeten, 
menderita penyakit yang disebut Incurably amyotropic lateral sclerosis.

5 Muladi, Hak Untuk Mati (The right to die), Naskah Diskusi Mingguan Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro, Semarang, 8 September 1978, Hlm 10.
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Penyakit ini sangat fatal, sebab dapat mengakibatkan one’s mucles to wear 
away.

Diagnosa terhadap Abe Perlmutter menyatakan bahwa ia hanya akan 
segera mati, dalam waktu satu jam setelah “respirator”nya di cabut. Dia sudah 
tiga kali mencoba untuk mencabut “respirator” itu, dan minta dengan sangat 
kepada anak perempuannya untuk mencabut alat tersebut.

Para dokter dan rumah sakit menolak memberikan ijin kepadanya 
untuk mencabut “respirator” tersebut, sebab takut akibat hukumnya. 
Kemudian pengadilan (The Lower Court), mengatakan bahwa Abe Perlmutter 
hendaknya diberikan ijin untuk mencabut “respirator” tersebut. State Attomey 
General mengajukan banding, dan Distric Court of Appeals tidak melanjutkan 
kasasinya lebih lanjut. Akhirnya Abe Perlmutter meninggal dunia pada 
tanggal 6 oktober 1978, 41 jam sesudah “respirator”nya dicabut.

2. Nancy Cruzon, 32 tahun, mengalami koma setelah kecelakaan mobil tahun 1983. 
hidupnya dipertahankan dengan pemberian makanan artiflcial. Permohonan orang 
tuanya untuk menghentikan tindakan suportif itu dikabulkan oleh pengadilan 
tingkat pertama. Akan tetapi jaksa naik banding dan Missouri Supreme Court 
membatalkan putusan tersebut atas dasar Nancy tidak dalam keadaan gawat 
darurat dan pemberian makanan artificial tidak membebankan serta pernyataan 
Nancy yang dikemukakan orang tuanya karena tanpa bukti tidak dapat diterima. 
Keputusan dalam keadaan koma kronis dimana kemauan pasien tidak dapat 
dipastikan secara jelas, maka peraturan perundang-undangan negara bagian yang 
berlaku.6

3. Clair C. Conroy, wanita 84 tahun, hidup melalui naso gastric tube. Dokter 
memberi kesaksian pasien tidak dalam keadaan koma, atau vegetatif kronis atau 
“brain death”. Kedua mata terkadang masih bisa mengikuti gerakan, masih bisa 
menggerakan leher, lengan. Bahkan seorang perawat pernah melihatnya 
tersenyum waktu dipijat atau disisir rambutnya dan pernah mengeluarkan suara. 
Pengadilan New Jersey mengabulkan permohonan wali wanita itu untuk 
menyingkirkan tube, setelah mendengar keterangan dari dua orang dokter dan 
pendeta; meskipun disadari bahwa conroy akan meninggal dalam beberapa hari 
karena kelaparan dan dehidrasi. Superior court New Jersey membatalkan 
keputusan tersebut. Walinya naik banding. Akan tetapi, sementara perkara 
berjalan, nenek Conroy meninggal dunia dengan tenang dalam perawatan.7

6 Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 
1996, Hlm 138

7 Danny Wiradharma, 1996, Ibid, Hlm 139-140
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4. Selama 7 tahun seorang wanita tua, 95 tahun berulang kali dengan sungguh- 
sungguh meminta untuk diakhiri hidupnya, karena keadaan fisiknya yang semakin 
mundur disebabkan penyempitan pembuluh darah. Dua tahun sebelumnya, wanita 
itu secara mental cukup normal telah membuat pernyataan euthanasia. Dokter 
keluarga yang diminta melakukan euthanasia seringkah membicarakan masalah 
itu dengan pasiennya dan bersama anak laki-laki serta menantunya. Dokter 
tersebut dengan disertai asistennya yang dokter melakukan tindakan tersebut 
dengan suntikan, dan melaporkan perbuatannya kepada polisi. Pengadilan 
Alkmaar, 10 mei 1983: bebas dari tuntutan hukum. Pengadilan Tinggi 
Amsterdam, 17 November 1983: bersalah tanpa menjatuhkan hukuman. Hoge 
Road, 27 November 1983: membatalkan putusan berdasarkan ketentuan- 
ketentuan formil.8

Berdasarkan contoh-contoh kasus sebagaimana diuraikan di atas, di beberapa

Negara maju keberadaan euthanasia sebagai suatu hak untuk mati telah dapat diterima

sebagai suatu perbuatan yang diperbolehkan ataupun dihapuskan unsur pidananya,

sehingga pelakunya tidak dapat dipidana. Namun dalam hal ini perlu diingat bahwa

kasus-kasus tersebut terjadi diluar Indonesia yang tentunya memiliki sistem hukum

dan norma hukum yang berbeda dengan Indonesia. Penyajian kasus-kasus tersebut

dalam skripsi ini hanya berfungsi sebagai bahan perbandingan.

Berkembangnya pemikiran dan penerapan tentang euthanasia di beberapa 

Negara barat dihubungkan dengan kebebasan seseorang untuk menentukan 

hidupnnya, sebagai dampak pemikiran moderat dan liberal. Mereka beranggapan 

bahwa penderitaan yang dialami itu haruslah segera diakhiri meskipun harus 

menempuh cara yang berat dan kontroversial, yaitu euthanasia.

Danny Wiradharma,1996, lbid, Hlm 137-138
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Di Indonesia praktek euthanasia tidak dapat dibenarkan karena selain 

bertentangan dengan etika dan moral juga bertentangan dengan hukum yang berlaku 

di Indonesia saat ini yaitu pasal 344 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mencoba untuk membahasnya lebih

lanjut dalam skripsi ini yang berjudul u EUTHANASIA DALAM HUKUM

PIDANA INDONESIA”.

B. Permasalahan

Dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya tergambar bahwa keberadaan

praktek-praktek euthanasia tersebut telah menimbulkan kontroversi. Disadari atau

tidak ternyata euthanasia akan membawa dampak, baik kemasyarakatan (sosiologis)

maupun hukum (yuridis). Untuk mengkaji lebih mendalam masalah tersebut, maka

diperlukan penelitian yang lebih lanjut dan cermat.

Maka permasalahan yang akan dikaji dalam hal ini adalah bagaimanakah euthanasia

dipandang dari sudut hukum pidana berkaitan dengan dasar penghapus pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

euthanasia dipandang dari sudut hukum pidana berkaitan dengan dasar penghapus 

pidana.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

a. Dapat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan teoritis yang diperoleh dari 

kajian akademik sehingga diharapkan memiliki kemampuan dan kepekaan 

dalam mengimplementasikan disiplin ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya khususnya dalam bidang hukum pidana.

b. Agar pembaca dapat mengetahui bagaimanakah euthanasia dipandang dari

sudut hukum pidana berkaitan dengan dasar penghapus pidana.

2. Secara Praktis

Sebagai pedoman bagi praktisi hukum dan para pihak yang berkepentingan dalam

menyelesaikan kasus euthanasia.

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif yang menggunakan 

metode pendekatan secara yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri 

Mahmudji dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif’ 

dimaksud dengan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif

yang
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yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan perpustakaan 

sebagai data sekunder.9

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data 

adalah sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan 

(library research), penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang 

bersifat sekunder yang ada di perpustakaan yang kemudian dianalisis dengan 

mempedomani peraturan Perundang-undangan dibidang yang terkait dengan

masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui :

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan Perundang-undangan yang

mengikat seperti KUHPidana, Kitab Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah,

doktrin, buku-buku, yurisprudensi,

c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder terdiri dari kasus-kasus, 

buku-buku, kamus, jurnal.

9 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta
2001, hlm 13-14
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4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah

teknik analisis deskriptif. Data yang telah berhasil dihimpun disusun secara

sistematis, kemudian baru dilakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari

suatu permasalahan.
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